
 

 

 

 

 

 

BUPATI TABANAN 

PROVINSI BALI 

 

PERATURAN BUPATI TABANAN  

NOMOR 16 A TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TABANAN, 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6) 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 

Desa; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam 

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2094); 

 

 

 

 

 

 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 



2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 

2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan 

Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11); 

 

  MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DESA SERTA PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 

KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA. 

 

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Tabanan. 

3. Bupati adalah Bupati Tabanan. 

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Daerah. 

5. Desa adalah Desa dan Desa Adat di Daerah.  

6. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu 

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. 

 

 

 

7. Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang 



mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban yang 

menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah. 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Badan   Permusyawaratan   Desa      yang   

selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 

secara demokratis. 

10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga 

yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan 

kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa 

dalam memberdayakan masyarakat. 

11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah 

dibahas dan disepakati bersama BPD. 

12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah 

Perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan 

kewenangannya dengan mengacu pada 

perencanaan pembangunan Daerah. 

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah 

musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan 

unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, 

program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan 

Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana 

Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 

6 (enam) tahun. 

15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya 

disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM 

Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM 



Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk  

jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan 

Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah 

melalui mekanisme perencanaan pembangunan 

Daerah. 

17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, 

sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, 

kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya 

melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, 

dan pendampingan yang sesuai dengan esensi 

masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat 

Desa. 

18. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian 

dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif 

masyarakat, masalah, potensi dan berbagai 

informasi terkait yang menggambarkan secara jelas 

dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat 

Desa. 

19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh  

mengenai potensi yang meliputi Sumber Daya 

Alam, Sumber Daya Manusia, sumber dana, 

kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial,   

kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta permasalahan yang dihadapi Desa. 

20. Pagu Indikatif adalah Patokan anggaran yang 

diberikan kepada Desa untuk merencanakan 

program/kegiatan. 

21. Sustainable Development Goals Desa yang 

selanjutnya disebut SDGS Desa adalah upaya 

terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan 

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 

22. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan 

data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang 

disediakan Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta 

dilakukan secara terpadu dengan 

mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan 

perangkat keras, jaringan, dan sumber daya 

manusia untuk disajikan menjadi informasi yang 

berguna dalam peningkatan efektivitas dan 

efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan 

kebijakan strategis Pembangunan Desa. 

 

 

 

 

 

 



23. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana 

yang memuat kebijakan strategis dan tahapan 

pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 

2030. 

 

Pasal 2 

 

(1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa;  

b. petunjuk teknis penyusunan RKP Desa; dan  

c. petunjuk teknis pelaksanaan Kegiatan 

Pembangunan Desa.  

(2) Uraian petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

(3) Uraian petunjuk teknis penyusunan RKP Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

(4) Uraian petunjuk teknis pelaksanaan Kegiatan 

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

BAB II 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 3 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, 

Perencanaan Pembangunan Desa harus menyesuaikan 

dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1  

(satu)  tahun terhitung  sejak  Peraturan Bupati ini 

diundangkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 



KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah 

Tahun 2016 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tabanan. 

 

 

 

Ditetapkan di Tabanan 

pada tanggal 16 Maret 2022 

 

BUPATI TABANAN, 

 

 

 

I KOMANG GEDE SANJAYA 

 

 

Diundangkan di Tabanan 

pada tanggal 16 Maret 2022 

 

          SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, 

            

 

 

 

                            I GEDE SUSILA 

           BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 16 A 


